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BUPATlLEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR 30 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 27 TAHUN 202 l 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan 

Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan EvaJuasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Peruba.han Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daetah, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 27 Tahun 

2021 tentang · Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Le bong Tahun 2022; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan~ 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindal< . Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

. Lembaran Negar_a Republik Indonesia Nomor 4250); 
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003 tentang 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2 'k Indonesia 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubh Negara 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemb~ran a telah 
Republik Indonesia Nomor 4286), s~bagaim~ngganti 
diubah dengan Peraturan Pemennta~

20 
tentang 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 . . Sistem 
I<ebijakan I<euangan Negara Dan St~biht~na Virus 
I<euangan Untuk Penanganan Pandemi Co Rangka 
Disease 2019 (COVID-19) Dan/ A tau Dalam kan 

. y Membahaya Menghadap1 Anca man ang . . S · tem 
Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabihtas 15 

lik I d esia Tabun I<euangan (Lembaran Negara Repub n on bl'k 
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Repu 1 

Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana teiah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Udang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6757); 
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Daerah (Be1itn Negnrn Rcpublik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

Peratumn Mcnte1i Dnlam Ncgcri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Carn Perencanaan, PengcndaJian d~ 

Evaluasi Pembr-mgunan Dacrah, Tata Cara Evaluas1 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan J angka Menengah Daerah Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menerigah Daerah Dan Peru bahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1312); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

l 78 J J; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 202 J Nomor 496); 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 

Ka bu paten Le bong Tahun 2012-2032 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lebong Tnhun 2012 Nomor 14); 

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah 

(RPJPD} Kabupaten Lebong Tahun 2006-2025 
(Lembaran Daerah l<abupaten Lebong Tahun 2012 
Nomor J 5); 
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18. 

19. 

20. 

21. 

0 'fahUO 

Peraturnn Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 gkat 

2016 tentang Pembcntukan clan Susunan Perfahun 

Daerah (Lembaran Daerah l{abupaten ~bo~g dengan 

2016 Nomor l 0), sebagaimRna tel ah diu ba 
1 

'fahun 

Peraturan Daerah l<abupaten Lebong Nomor oaerah 

2021 tcntang Perubahan Atas Peraturan tang 

Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 20I 6 ~~erah 

Pcmbentukan dan Susunan Perangkat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong); 

N r s Tahun 
Peraturan Daerah l<abupaten Lebong omo ah 

2021 tcnlang Rencana Pembangunan Jangka Men~g26 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2021 -

2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 

Nomor 5); 

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2?21_ 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Prop!ns~ 

Bengkulu Tahun 2022 (Serita Daerah Propmsi 

Bengkulu Tahun 2021 Nomor 19); 

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2022 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Propinsi Bengkulu Tahun 2022 (Serita Daerah Propinsi 

Bengkulu Tahun 2022 Nomor 19); 

Peraturan Bupati Lebong Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong 

Tahun 2022 (Serita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 

2021 Nomor 27) . 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

LEBONG TAHUN 2022. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan . 

I. Peme~ntah Kabupaten adalah Kabupaten Lebon· . 

2. Bupat~ ad~lah Bupati Lebong. g 

3. Orgamsas1 Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD 

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lebong selaku 

anggaran / penggu na barang. 
pengguna 
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4 · Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lebong Tahun 2022 selanJ·utnya disebut RI<PD Tahun 

20 ' 
nan 

22 adalah dokumen perencanaan pembangu 

daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022 yang 

dimulai dari Januari 2022 sampai dengan 31 Desernber 

2022. 
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan I<erja Perangkat 

Daerah selanJ·utnua disebut RI<A-OPD adalah dokurnen 

,} · · ogram 

perencanaan dan pengganggaran yang benst. pr kan 

dan kegiatan OPD serta anggaran yang d1perlu 

untuk mclaksanakannya. ·a 

6. Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Satuan :~~ 

Perangkat Daerah selanjutnya disebut DPA-OPD a . 

dokumen yang memuat pandapatan dan ?elanJa 

pembiayaan setiap OPD yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan oleh pengguna anggaran. . . 

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya d1smgkat 

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidan~ 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumst 

yang mendasarinya untuk periode l(satu) tahun. 

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program 

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati 

dengan DPRD. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya 

disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan 

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD 

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 

RKA-OPD setelah disepakati dengan DPRD. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuan~an tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

11. T!~ Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 

d1smgkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 

keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris 

daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 

perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai 

dengan kebutuhan. 

BAB II 
SISTEMATIKA PENULISAN 

PasaI 2 

Perubahan RKPD Tahun 2022 ct · 

Perencanaan Daerah Kabupaten U:~~sun dalarn . Doku~en 

penulisan sebagai berikut: ng dengan s1stematika 

Bab I Pendahuluan· 

Bab 11 Hasil Evalua~i Program 
T 

dan Kegiatan RKPD 
ahun 2022 Triwulan II · 

I 
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Bablll 

Bab IV 
BabV 
Bab VI 

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan 
kebijakan keuangan daerah 
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah 
Rencana Kerja dan Pendanaan daerah 
Penutup 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasa1 3 

Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan mak5 ud 
sebagai: • 

a) Pedoman bagi OPD dalam menyusun Perubahan RenJa 

OPD Tahun 2022; U m 
b) Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan mu 

Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (KUA-PPAS) untuk Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022. 

Pasa14 

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara 
perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2022. 

BABIV 
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022 

Pasal 5 

Hal-hal yang diubah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022, 
meliputi: 

a. Hasit evaluasi hingga triwulan II Tahun 2022 terdapat 
perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi 
kerangka ekonomi daerah akibat pandemi covid-19 
terutama terjadi perkembangan indikator makro 
daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi 
perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja 
dan pembiayaan daerah; 

(3) Adaanya perubahan rencana program dan kegiatan 
prioritas daerah berupa adanya usulan dari OPD dalam 
bentuk pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan 
baru, penambahan atau pengurangan target kinerja 
dan pagu anggaran. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati mt dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapka n di Tubei 

pada tanggal tanggal 9 Agustus 2022 

f BUPATI LEBONGf 

'tfKOPLI SOR[ 

Diundangkan di Tubei 

pada tanggal 9 Agustus 2022 

H. MUSTARANI 

BERJTA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 30 
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